
BUPATI BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH 

NOMOR  13  TAHUN  2011

TENTANG

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa  dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah, 
Pemerintah Daerah dapat memungut Pajak Daerah  sesuai  dengan 
kondisi, kekhasan dan potensi yang dimiliki;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf f dan Pasal 60 
ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat memungut 
dan menetapkan tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan guna 
menghindari  penetapan  tarif  pajak  tinggi  yang  dapat  menambah 
beban  bagi  masyarakat  secara  berlebihan  sehingga  perlu  diatur 
dalam Peraturan Daerah;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud  dalam 
huruf  a  dan  huruf  b,  perlu  membentuk  Peraturan  Daerah  tentang 
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1981 Nomor  76,  Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia 
Nomor 3699);

2. Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  1997  tentang  Penagihan  Pajak 
dengan Surat Paksa  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997  Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3686),  sebagaimana telah diubaha dengan Undang-Undang 
Nomor  19  Tahun  2000  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang 
Nomor  19  Tahun  1997  tentang  Penagihan  dengan  Surat  Paksa 
(Lembaran Negara Tahun 2000, Nomor 129, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3987);
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3. Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2000  tentang  Pembentukan 
Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia  Tahun  2000  Nomor  217,  Tambahan  Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2003  tentang  Pembentukan 
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten 
Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan 
Bangka Belitung (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003  Nomor  47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

6. Undang-Undang Nomor  14 Tahun 2002 tentang Pengadilan  Pajak 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2002  Nomor  27, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

7. Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan 
Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia  Tahun  2004  Nomor  53,  Tambahan  Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali  terakhir  dengan Undang-
Undang  Nomor  12  Tahun  2008  tentang  Perubahan  Kedua  Atas 
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan 
Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4438);

10. Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009 tentang  Pertambangan 
Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009  Nomor  4,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Nomor 4959);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009  tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor  130,Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Nomor 5049);

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009  tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia  Tahun  2009   Nomor  140,Tambahan  Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Nomor 5059);
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran  Negara  Tahun  1983  Nomor  6,  Tambahan  Lembaran 
Negara Nomor 3258);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 
2005  Nomor  140,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Nomor 
4578);

15. Peraturan  Pemerintah  Nomor  79  Tahun  2005  tentang  Pedoman 
Pembinaan  dan  Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007  tentang  Pembagian 
Urusan  Pemerintahan  antara  Pemerintah,  Pemerintahan  Daerah 
Provinsi,  Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 
Republik  Indonesia  Tahun  2007  Nomor  82,  Tambahan  Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak 
Yang Dibayar Berdasarkan Penetapan Kepala daerah atau Dibayar 
Sendiri  Oleh  Wajib  Pajak   (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Tahun  2010  Nomor  153,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Nomor 5179);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 24 Tahun 2008 
tentang  Pembentukan  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Dinas  Daerah 
Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka 
Tengah Tahun 2008 Nomor 82), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2011 
tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bangka 
Tengah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan 
Tata  Kerja  Dinas  Daerah  Kabupaten  Bangka  Tengah  (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 122);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM 
DAN BATUAN.

3



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah  adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah  Daerah  adalah  Bupati  Bangka  Tengah  dan  perangkat 

daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Pejabat  yang  berwenang adalah  Kepala  Satuan  Kerja  Perangkat 

Daerah  yang  melaksanakan  tugas pokok dan fungsinya di  bidang 
pendapatan daerah atau Pejabat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

5. Kas Daerah adalah kas pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal  yang merupakan 

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha  yang  meliputi  perseroan  terbatas,  perseroan  komanditer, 
perseroan lainnya,  badan usaha milik negara (BUMN), atau badan 
usaha milik  daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa 
pun,  firma,  kongsi,  koperasi,  dana  pensiun,  persekutuan, 
perkumpulan,  yayasan,  organisasi  massa,  organisasi  sosial  politik, 
atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk 
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan 
pengambilan  mineral  bukan  logam  dan  batuan,  baik  dari  sumber 
alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

8. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan 
batuan  sebagaimana  dimaksud  di  dalam  peraturan  perundang-
undangan di bidang mineral dan batubara.

9. Surat  Pemberitahuan  Pajak  Daerah,  yang  selanjutnya  disingkat 
SPTPD,  adalah  surat  yang  oleh  Wajib  Pajak  digunakan  untuk 
melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak 
dan/atau bukan objek pajak,  dan/atau harta  dan kewajiban sesuai 
dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan 
daerah.

10.Surat  Setoran  Pajak  Daerah,  yang  selanjutnya  disingkat  SSPD, 
adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan 
dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain 
ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala 
Daerah.

11.Surat  Ketetapan  Pajak  Daerah  Kurang  Bayar,  yang  selanjutnya 
disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 
besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan 
pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah 
pajak yang masih harus dibayar.

12.Surat  Ketetapan  Pajak  Daerah  Kurang  Bayar  Tambahan,  yang 
selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

13.Surat  Ketetapan  Pajak  Daerah  Lebih  Bayar,  yang  selanjutnya 
disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 
jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih 
besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

14.Surat  Tagihan  Pajak  Daerah,  yang  selanjutnya  disingkat  STPD, 
adalah  surat  untuk  melakukan  tagihan  pajak  dan/atau  sanksi 
administratif berupa bunga dan/atau denda.
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15.Surat  Ketetapan  Pajak  Daerah  Nihil,  yang  selanjutnya  disingkat 
SKPDN,  adalah  surat  ketetapan  pajak  yang  menentukan  jumlah 
pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak 
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBJEK PAJAK 

Pasal 2

Dengan nama Pajak Mineral  Bukan Logam dan Batuan dipungut  pajak 
atas  kegiatan  pengambilan  mineral  bukan  logam dan  batuan  diseluruh 
wilayah Daerah.

Pasal 3

(1) Objek  Pajak  Mineral  Bukan  Logam  dan  Batuan  adalah  kegiatan 
pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi:
a. asbes;
b. batu tulis;
c. batu setengah permata;
d. batu kapur;
e. batu apung;
f. batu permata;
g. bentonit;
h. dolomit;
i. feldspar;
j. garam batu (halite);
k. grafit;
l. granit/andesit;
m. gips;
n. kalsit;
o. kaolin;
p. leusit;
q. magnesit;
r. mika;
s. marmer;
t. nitrat;
u. opsidien;
v. oker;
w. pasir dan kerikil;
x. pasir kuarsa;
y. perlit;
z. phospat;
aa. talk;
bb. tanah serap (fullers earth);
cc. tanah diatome;
dd. tanah liat;
ee. tawas (alum);
ff. tras;
gg.yarosif;
hh.zeolit;
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